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PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 
Karakteristik dan keragaman potensi yang dimiliki Bantul memberikan peluang 

pengembangan pembangunan di Kabupaten Bantul, salah satunya dalam menciptakan 
budaya digital baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Sejauh ini Pemerintah 
Kabupaten Bantul telah berhasil mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 
untuk diimplementasikan di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD).  

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk 
memastikan pelaksanaan SPBE dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Pemerintah 
Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata 
Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, 
dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan 
optimal. 

Pada tahun 2023, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan 
menggunakan instrumen yang telah disesuaikan menggunakan 47 indikator berdasarkan 
pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi 
SPBE. Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten 
Bantul Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi per Domain dan Aspek disajikan sebagai berikut : 

 
Sumber : Laporan Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023, KemenPANRB, 2023 
 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul 
Tahun 2023 adalah 3,72 (Sangat Baik). Domain Manajemen SPBE  mendapatkan nilai 



 

4 
 

2,73. Domain tersebut memiliki nilai terendah dibandingkan dengan 3 domain yang lain. 
Aspek Penerapan Manajemen SPBE mendapatkan nilai 2,63. Nilai ini menunjukkan 
bahwa, Aspek Penerapan Manajemen SPBE membutuhkan perhatian lebih agar dapat 
meningkat pada evaluasi di tahun 2024. Hasil evaluasi SPBE Tahun 2023, juga 
memberikan catatan kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten 
Bantul.  

 

Kekuatan Kelemahan 

Pada Aspek Penerapan Manajemen 
SPBE dapat dilihat adanya pemenuhan 
aspek yang menjadi bukti dalam 
penerapan SPBE Pemerintah 
Kabupaten Bantul. Kegiatan yang 
dilakukan  berdasarkan Peta Rencana 
SPBE dan SOP terkait. 

Namun disisi lain, Penerapan Manajemen 
SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul dinilai 
belum menerapkan kegiatan sesuai dengan 
pedoman dan rencana kegiatan. 

Sumber : Laporan Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023, KemenPANRB, 2023 
 

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE perlu dilakukan inisiatif pembuatan 
dokumen standar/pedoman sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Manajemen Data. 
Oleh karena itu, perlu adanya kajian mengenai manajemen data sehingga besar 
harapannya dengan adanya Rencana Tindak Lanjut ini dapat memberikan gambaran 
penerapan Manajemen Data yang ideal di Pemerintah Kabupaten Bantul. 

 
2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah pengoptimalan level pada indikator tingkat 
kematangan penerapan manajemen data di Kabupaten Bantul. Penerapan manajemen 
data yang optimal dapat menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi 
sehingga dapat diakses serta dibagi pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Bantul. 

Manfaat penerapan manajemen data yaitu agar Pemerintah Kabupaten Bantul: 
a. mampu memahami kebutuhan data; 
b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data; 
c. meningkatkan kualitas data secara terus menerus; 
d. memaksimalkan penggunaan data dan hasil yang efektif dari penggunaan data. 
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PEMBAHASAN 

 
1. Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi Beserta Visi Misi 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan Pemerintahan bidang 
statistik serta urusan Pemerintahan bidang persandian. Dalam melaksanakan tugas, Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mempunyai fungsi: 

1.) Penyusunan rencana kerja Dinas 
2.) Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian; 
3.) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik 

serta bidang persandian; 
4.) Perumusan kebijakan teknis bidang GCIO; 
5.) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik 

serta bidang persandian; 
6.) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO; 
7.) Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 
8.) Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem 

informasi; 
9.) Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI; 
10.) Pengoordinasian penyelenggaraan Smart City; 
11.) Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah; 
12.) Penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial; 
13.) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas; 
14.) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional 

pada Dinas; 
15.) Pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas; 
16.) Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas; 
17.) Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan 
serta budaya pemerintahan pada Dinas; 

18.) Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 
19.) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan 
20.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, mengamanatkan visi misi 
Kabupaten Bantul yang juga menjadi visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai 
berikut : 

1.) Visi 
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan 
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang 
berBhineka Tunggal Ika. 

2.) Misi 
a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, 

bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima 
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b. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya 
istimewa 

c. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan 
investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif 

d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko 
bencana 

e. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan 
pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan 
difabel 

 
2. Rencana Tindak Lanjut 

Berikut rencana tindak lanjut dalam rangka pencermatan bukti dukung pada indikator 
tingkat kematangan penerapan manajemen data. 

No Kegiatan 

1. Pencermatan level 1 : kegiatan manajemen data belum atau telah diterapkan. 

2. Pencermatan level 2 : kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen 
Data  diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. 

3. Pencermatan level 3 : kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah  
dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data  yang mencakup 
pengelolaan arsitektur data, data induk, data  referensi, basis data, kualitas data, 
dan interoperabilitas data. 

4. Pencermatan level 4 : kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data  
dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data 
atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke 
seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, 
penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik. 

5. Pencermatan level 5 : kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi  
Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan  Manajemen Data. 

 
 
3. Realisasi Rencana Tindak Lanjut 

Pada tanggal 19 Juni 2024 telah dilaksanakan presentasi rencana tindak lanjut diklat 
SPBE Tahun 2024 dengan bukti dukung sebagai berikut. 
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Gambar 1. Presentasi Rencana Tindak Lanjut Diklat SPBE Tahun 2024 

 
Regulasi yang menjadi acuan dalam penerapan manajemen data adalah Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di 
Kabupaten Bantul. Pada Pasal 8 ayat (4) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c mencakup: 

a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data Tingkat Kabupaten untuk 
basis data; 

b. mengelola Basis Data; 
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c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data 
Indonesia; 

d. menyebarluaskan Basis Data melalui portal Satu Data Indonesia tingkat kabupaten; 
e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan 
f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data 

 
Poin-poin di atas sudah diimplementasikan pada penerapan manajemen data. Sebagai 

tidak lanjut akan mengambil contoh pelaksanaan pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu  mendefinisikan 
kebutuhan Walidata dan Produsen Data Tingkat Kabupaten untuk basis data. Bukti 
dukungnya adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pembahasan Usulan Daftar Data BMKG DIY 
2. Kegiatan Pembahasan Usulan Daftar Data BKKBN DIY 
3. Kegiatan Pembahasan Usulan Daftar Data Pengadilan Agama 
4. Kegiatan Pembahasan Usulan Daftar Data BNN 
5. Kegiatan Pembahasan Usulan Perbaikan Daftar Data 
6. Kegiatan Pembahasan Daftar Data Dinas Komunikasi dan Informatika 
7. Kegiatan Lanjutan Pembahasan Daftar Data Dinas Kesehatan 
8. Kegiatan Forum SDI - BA Kesepakatan Daftar Data 

 
Penjelasan Per Level 

DATA DUKUNG LEVEL 1 
 
Level 1 : Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan. Kondisi: 

Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program  kegiatan yang 
terarah dan terencana. 

Fakta : Penerapan Manajemen Data telah dilakukan dengan program kegiatan 
yang terarah dan terencana. 

 

 



 

9 
 

 

Gambar 2. Keputusan Bupati Bantul yang Memuat Matriks Rencana Aksi dan Evaluasi Satu 
Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 (halaman 26 - 35) 

 



 

10 
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Gambar 3. Undangan dan Notulen Kegiatan Forum SDI Membahas Berita Acara 
Kesepakatan Daftar Data Tahun 2023 
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Gambar 4. Berita Acara Forum SDI Kesepakatan Daftar Data 
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Gambar 5. Cakupan Kegiatan Manajemen Basis Data 

 
Penerapan Manajemen Data di Pemerintah Kabupaten Bantul telah dilakukan salah satunya 
pada kegiatan pendefinisian kebutuhan walidata dan produsen data tingkat kabupaten melalui 
kegiatan Forum Satu Data Indonesia membahas kesepakatan daftar data tahun 2023 sesuai 
data dukung Gambar 1. Notulen Notulen Forum SDI Kesepakatan Daftar Data dan Gambar 
2. Berita Acara Kesepakatan Daftar Data Tahun 2023. Kegiatan telah dilakukan secara 
terarah sesuai rencana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 315 Tahun 2022 
tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 halaman 27 
sesuai data dukung Gambar 3. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul. 
Kegiatan pendefinisian kebutuhan walidata dan produsen data tingkat kabupaten merupakan 
salah satu cakupan manajemen basis data yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul 
Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul 
pasal 8 ayat (4) huruf a halaman 10 sesuai dukung Gambar 4. Cakupan Kegiatan Manajemen 
Basis Data (FAKTA). Berdasarkan dokumentasi tersebut menunjukkan Penerapan 
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Manajemen Data di Pemerintah Kabupaten Bantul telah dilakukan dengan program kegiatan 
yang terarah dan terencana, sehingga telah memenuhi Kriteria Rintisan (ANALISIS). 
 

DATA DUKUNG LEVEL 2 
 
Level 2 : Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data  

diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. 
Kondisi : Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada  pedoman 
Manajemen Data. 

Fakta : Penerapan Manajemen Data telah dilakukan secara terarah dan 
terencana, serta telah dilaksanakan mengacu pada pedoman yang 
berlaku. 
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Gambar 6. Laporan Penyelenggaraan SDI Tahun 2023 
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Gambar 7. Cakupan Manajemen Data 
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Gambar 8. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul 

 
Penerapan Manajemen Data telah terdokumentasi pada Laporan Penyelenggaraan Satu Data 
Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2023 halaman 15 yang menunjukkan kegiatan sudah 
dilakukan dan secara rutin dilaksanakan setiap tahun sesuai data dukung Gambar 5. Laporan 
Penyelenggaraan SDI Tahun 2023. Manajemen Data telah dilaksanakan mengacu pada  
pedoman Manajemen Data  yang ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 
2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Pasal 8 halaman 
9-10 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119/Kept/Sekda/2022 
Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten 
Bantul sesuai data dukung Gambar 6. Cakupan Manajemen Data dan Gambar 7. Standar 
Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul (FAKTA). 
Berdasarkan dokumentasi penerapan Manajemen Data tersebut menunjukkan bahwa 
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penerapan Manajemen Data telah dilakukan secara terarah dan terencana, serta telah 
dilaksanakan mengacu pada pedoman yang berlaku sehingga telah memenuhi Kriteria 
Terkelola (ANALISIS). 

 
DATA DUKUNG LEVEL 3 

 
Level 3 : Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah  

dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data  yang 
mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data  referensi, basis 
data, kualitas data, dan interoperabilitas data. 

Fakta : Penerapan Manajemen Data telah  dilaksanakan dengan mengacu pada 
pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur 
data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan 
interoperabilitas data. 
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Gambar 8. Arsitektur Data 
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21 
 

 

 

Gambar 9. Basis Data 
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Gambar 10. Kualitas Data 
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Gambar 11. Hasil Integrasi Portal Data Bantul dengan Aplikasi Dataku DIY 

 

 
Gambar 12.  Script Integrasi Portal Data Bantul dengan Aplikasi Dataku DIY 
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Gambar 13. Portal Data Bantul telah terintegrasi Portal Satu Data Indonesia 

 

 
Gambar 14. Geoportal Bantul telah terintegrasi geoportal nasional (INA-Geoportal) 

 
Penerapan Manajemen Data telah  dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman 
Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data  
referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data yaitu Gambar 8. 
Arsitektur SPBE, Gambar 9. Basis Data, Gambar 10. Kualitas Data, Gambar 11. 
Gambar 11. Hasil Integrasi Portal Data Bantul dengan Aplikasi Dataku DIY, Gambar 12.  
Script Integrasi Portal Data Bantul dengan Aplikasi Dataku DIY, Gambar 13.  Portal 
Data Bantul telah terintegrasi Portal Satu Data Indonesia, Gambar 14. Geoportal Bantul 
telah terintegrasi geoportal nasional (INA-Geoportal) (FAKTA). Berdasarkan hal tersebut, 
Manajemen Data sudah diterapkan dan mencakup pengelolaan arsitektur data, data 
induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data, sehingga 
telah memenuhi Kriteria Terdefinisi (ANALISIS). 
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DATA DUKUNG LEVEL 4 
 
Level 4 : Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data  dilaksanakan 

melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau 
Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan 
ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan 
dievaluasi secara periodik. 

Fakta : Penerapan Manajemen Data telah dilakukan review. 
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Gambar 15. Notulen Rapat Koordinasi Pencermatan SOP Penyelenggaraan SDI 
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Gambar 16. Dokumentasi Rapat Koordinasi Pencermatan SOP Penyelenggaraan SDI 

Penerapan Manajemen Data telah direviu secara periodik melalui Rapat Koordinasi 
Pencermatan SOP Penyelenggaraan SDI ditunjukkan pada data dukung Gambar 15. Notulen 
Rapat Koordinasi Pencermatan SOP Penyelenggaraan SDI dan Gambar 16. Dokumentasi 
Rapat Koordinasi Pencermatan SOP Penyelenggaraan SDI (FAKTA). Dari data dukung yang 
disampaikan menggambarkan Penerapan Manajemen Data sudah dilakukan secara 
terprogram dan menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah, serta dilakukan 
reviu/evaluasi sehingga sehingga telah memenuhi Kriteria Terpadu dan Terukur (ANALISIS). 
 

DATA DUKUNG LEVEL 5 
 
Level 5 : Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi  

Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan  
Manajemen Data. 

Fakta : Hasil review dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan 
penerapan  Manajemen Data. 
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Gambar 14. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data SPBE 

 

Hasil review dan evaluasi penerapan  Manajemen Data telah ditindaklanjuti melalui Rapat 
Koordinasi Pencermatan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyelenggaraan Satu 
Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Bantul sesuai data dukung Gambar 12. Notulen Rapat 
Koordinasi Pencermatan SOP Penyelenggaraan SDI dan Gambar 13. Dokumentasi Rapat 
Koordinasi Pencermatan SOP Penyelenggaraan SDI, serta ditindaklanjuti dengan 
pemutakhiran pedoman manajemen data yaitu Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 79/Kept/Sekda/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Data 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Gambar 14. Standar Operasional Prosedur 
Manajemen Data SPBE (FAKTA). Berdasarkan data dukung  tersebut menunjukkan 
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penerapan Manajemen Data telah dilaksanakan secara terprogram dan menyeluruh, dan 
dilakukan review/evaluasi serta perbaikan penyempurnaan penerapan Manajemen Data,  
sehingga telah memenuhi Kriteria Optimum (ANALISIS). 

 
4. Hambatan RTL  

Tidak mengalami hambatan dalam kajian mengenai implementasi manajemen data di 
Pemerintahan Kabupaten Bantul. 
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PENUTUP 
 

Implementasi manajemen data di Pemerintah Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria 
lima (5) level pada aspek indikator tingkat kematangan penerapan manajemen data pada 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 
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